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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Pemerintah Daerah 

 Menurut UU No. 32 Tahun 2004 pada pasal 1 ayat 2, pemerintahan daerah 

adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan 

DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang 

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. Setiap daerah dipimpin oleh kepala Pemerintah Daerah yang disebut 

kepala daerah. Kepala daerah untuk Provinsi disebut Gubernur, untuk Kabupaten 

disebut Bupati dan untuk Kota disebut Walikota. Dalam menjalankan tugas dan 

kewajiban Pemerintah Daerah, Gubernur bertanggung jawab kepada DPRD 

Provinsi, sedangkan Bupati atau Walikota bertanggung jawab kepada DPRD 

Kabupaten/DPRD Kota dan berkewajiban memberikan laporan kepada Presiden 

melalui Menteri Dalam Negeri dalam rangka pembinaan dan pengawasan. 

 Pelaksanaan konsep desentralisasi dan otonomi daerah dimulai pada era 

reformasi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang 

Perimbangan Keuangan yang kemudian direvisi masing-masing menjadi Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. 

Kebijakan ini mengubah penyelenggaraan pemerintahan dari yang sebelumnya 

bersifatterpusat menjadi terdesentralisasi yang berarti adanya penyerahan 

kewenangan dan tanggung jawab pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah. 

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung 

jawab, Pemerintah Daerah diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk 

mengurus rumah tangganya sendiri, baik dari segi administratif pemerintahan 

maupun dari segi pengelolaan keuangannya yang dibutuhkan untuk kegiatan 

operasionalnya dan pelayanan kepada masyarakat. 

 Sehubungan dengan hakekat otonomi daerah tersebut yang berkaitan 

dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan 
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dana publik & pengaturan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah & 

pelayanan masyarakat maka peranan data keuangan daerah sangat diperlukan 

untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah dan juga jenis & besar 

belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan 

secara efektif dan efisien. Data keuangan daerah yang menunjukan gambaran 

statistik perkembangan anggaran & realisasi, baik penerimaan maupun 

pengeluaran & analisa terhadapnya merupakan informasi yang penting terutama 

untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah untuk meliahat 

kemampuan/ kemandirian daerah (Yuliati, 2001). 

 Melalui adanya desentralisasi dan otonomi daerah, diharapkan dapat 

meningkatkan kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan daerah, namun pada 

kenyataanya dengan adanya otonomi daerah malah menimbulkan potensi 

munculnya agency problem karena adanya informasi yang asimetris. Pemerintah 

Daerah menjadi agen yang harus menjalankan amanah yang diberikan kepada 

masyarakat sebagaiprinsipal. Dengan demikian, pihak agen cenderung memiliki 

informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan prinsipal, sehingga agen dapat 

melakukan sesuatu berdasarkan kepentingan pribadi dan mengabaikan prinsipal. 

Oleh karena itu, diperlukan transparansi dan pertanggungjawaban keuangan 

LKPD. 

2.1.2 Penyelenggaraan Pemerintahan 

 Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. 

Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan 

Negara yang terdiri atas:asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas 

tertib penyelenggara negara, asas proporsionalitas, asas keterbukaan, asas 

akuntabilitas, asas efektivitas, asas profesionalitas, dan asas efisiensi. 

2.1.3 Kekayaan Daerah 

 Kekayaan Daerah PAD adalah semua penerimaan yang diperoleh daerah 

dari sumber-sumber dalam wailayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan 

peraturan daerah yang seusuai dengan peraturan perundangan yang berlaku 

(Halim, 2004) Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, PAD terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, 
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hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli 

daerah yang sah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui 

rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah 

dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. PAD 

sebagai salah satu penerimaan daerah yang bersumber dari wilayahnya sendiri 

yang mencerminkan tingkat kemandirian daerah (Santosa dan Rahayu 2005). 

 Sumber PAD yang utama adalah pajak dan retribusi daerah yang berasal 

dari masyarakat masing-masing daerah (Setyaningrum, 2012). Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) terdiri dari: 

1) Pajak Daerah 

2) Retribusi Daerah 

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

4) Lain-lain PAD yang sah 

2.1.4 Tingkat Ketergantungan 

 Menurut Heriningsih dan Rusherlistyani (2013) tingkat ketergantungan 

adalah seberapa besar pemerintah daerah menjalankan program kerja yang telah 

dirancang dengan bantuan dari pemerintah untuk pusat. Hilmi dan Martani (2011) 

serta Andriani (2012) melakukan penelitian tentang tingkat ketergantungan yang 

diproksikan dengan dana transfer dibagi total pendapatan. Dana transfer 

merupakan jenis pendanaan daerah yang berasal dari pemerintah pusat atau 

provinsi. Sebagai timbal baliknya, pemerintah daerah membelanjakan pendapatan 

transfer antar pemerintah sesuai dengan alokasi dan petunjuk anggaran menurut 

undang-undang (Lesmana, 2010). 

 Transfer ke Daerah ditetapkan dalam APBN, Peraturan Presiden dan 

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang selanjutnya dituangkan dalam Daftar 

Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang ditandatangani oleh Direktur Jendral 

Perimbangan Keuangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran atas Nama Menteri 

Keuangan selaku pengguna anggaran untuk tiap jenis transfer ke daerah dengan 

dilampiri rincian alokasi per daerah (Lestiani, 2010). Pendapatan transfer terdiri 

dari : 

1) Transfer pemerintah pusat – Dana Perimbangan 

a) Dana bagi hasil 
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b) Dana alokasi umum 

c) Dana alokasi khusus 

2) Transfer pemerintah pusat lainnya 

a) Dana penyesuaian 

b) Dana otonomi khusus 

2.1.5 Pembiayaan Utang 

 Berdasarkan SAP Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, 

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali 

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran 

bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam 

penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau 

memanfaatkan surplus anggaran. 

 Kewajiban adalah utang yang timbul dari masa lalu yang penyelesaiannya 

mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Karakteristik 

esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini 

yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi 

di masa yang akan datang. 

 Kewajiban diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu: Kewajiban 

Jangka Pendek (utang pemerintah daerah yang jatuh temponya kurang dari satu 

tahun) dan Kewajiban Jangka Panjang (utang pemerintah yang jatuh temponya 

lebih dari satu tahun/12 bulan setelah tanggal pelaporan). Pengakuan Kewajiban 

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya 

ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban 

yang ada sekarang. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada 

saat kewajiban timbul. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam 

mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. 

2.1.6 Standar Akuntansi Pemerintahan 

 Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

menyebutkan dengan jelas bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan 

pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah harus disajikan sesuai Standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP). Selanjutnya, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 
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juga menyebutkan arti penting SAP. Undang-Undang otonomi yang terbaru, yaitu 

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juga 

menyebutkan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dari uraian di atas dapat disimpulkan 

bahwa standar akuntansi pemerintahan sangat dibutuhkan sebagai pedoman 

pelaporan keuangan dalam pemerintahan. Dengan demikian, pada tanggal 13 Juni 

2005, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan. 

 SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun 

dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP mengatur mengenai informasi 

yang harus disajikan dalam laporan keuangan, bagaimana menetapkan, mengukur 

dan melaporkannya. SAP dijadikan acuan wajib dalam penyajian laporan 

keuangan entitas pemerintah, baik pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah. 

Pengguna laporan keuangan termasuk legislatif juga akan menggunakan SAP 

untuk memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan pihak 

auditor eksternal (BPK) akan menggunakan SAP sebagai kriteria dalam 

pelaksanaan audit. Dengan demikian, SAP menjadi pedoman untuk menyatukan 

persepsi antara penyusun, pengguna dan auditor. 

 Laporan keuangan pokok yang harus disajikan oleh Pemerintah Daerah 

berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 adalah: 

 Laporan Realisasi Anggaran  

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan 

pemerintah pusat atau daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap 

APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, 

alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh 

pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara 

anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur-unsur yang 

harus disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya 

terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, surplus/pdefisit, pembiayaan dan 

sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran. 
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 Neraca  

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai 

aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca 

mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos, yaitu kas dan setara kas, 

investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, 

investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek dan 

kewajiban jangka panjang, dan ekuitas dana. 

 Laporan Arus Kas 

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas 

operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaks 

nonanggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, 

dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. 

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan 

pengeluaran kas.  

 Catatan atas Laporan Keuangan 

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian 

dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan 

Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup 

informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas 

pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk 

diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-

ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan 

keuangan secara wajar. 

 Dalam membuat laporan keuangan, pemerintah wajib membuat Catatan 

atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan 

keuangan untuk tujuan umum. Pembuatan Catatan atas Laporan Keuangan 

dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh banyak pihak tidak 

terbatas pada pihak-pihak yang tertentu. Padahal, laporan keuangan mempunyai 

potensi kesalahpahaman bagi pembacanya terutama yang tidak biasa dalam 

membaca laporan keuangan. Oleh karena itu, laporan keuangan harus dibuat 

Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi yang dapat digunakan bagi 

pembaca laporan keuangan untuk membantu memahami laporan keuangan. 
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Catatan atas Laporan Keuangan yang dibuat oleh Pemerintah menyajikan 

informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka 

pengungkapan yang memadai. 

2.1.7 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 

 Definisi laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan  (SAK) 

No. 1 Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia:  

“Laporan keuangan bagian dari proses pelaporan keuangan. 

Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan 

labarugi, laporan perubahan posisi keuangan yang disajikan dalam 

berbagai cara (seperti misalnya sebagai laporan arus kas atau arus dana), 

catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian 

internal dari laporan keuangan. Di samping itu juga termasuk skedul dan 

informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut misalnya 

informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan 

pengaruh perubahan harga.” 

 

Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

menyebutkan dengan jelas bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan 

pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah harus disajikan sesuai Standar 

Akuntansi Pemerintahan. Selanjutnya, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 juga 

menyebutkan arti penting Standar Akuntansi Pemerintahan. Undang-Undang 

otonomi yang terbaru, yaitu Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah juga menyebutkan penyajian laporan keuangan Pemerintah 

Daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Dari uraian di atas dapat 

disimpulkan bahwa standar akuntansi pemerintahan sangat dibutuhkan sebagai 

pedoman pelaporan keuangan dalampemerintahan. Dengan demikian, pada 

tanggal 13 Juni 2005, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 24 

Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan 

laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang 

dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 

tahun 2010, yang dimaksud entitas pelaporan adalah: 

“Unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas 

akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib 

menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang 
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bertujuan umum, yang terdiri dari: (a)Pemerintah pusat; (b)Pemerintah 

daerah; (c)Masing-masing kementrian negara atau lembaga di lingkungan 

pemerintah pusat; (d)Satuan organisasi di lingkungan pemerintah 

pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-

undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan 

keuangan.” 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 menyebutkan, laporan 

keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi 

keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan 

selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk 

mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan 

kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi 

efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan 

ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. 

Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang 

bermanfaat bagi para penggunadalam menilai akuntabilitas dan membuat 

keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:  

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber 

daya keuangan;  

2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan 

untuk membiayai seluruh pengeluaran;  

3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang 

digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah 

dicapai;  

4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai 

seluruh kegiatannyadan mencukupi kebutuhan kasnya;  

5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas 

pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka 

pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan 

pajak dan pinjaman;  

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas 

pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat 

kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.  
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Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan  keuangan menyediakan 

informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, 

transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran 

lebih,surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset,kewajiban, ekuitas, dan arus 

kas suatu entitas pelaporan. 

2.1.8 Pengungkapan pada Laporan Keuangan & Catatan atas Laporan 

 Keuangan 

 Pengungkapan laporan keuangan (disclosure) merupakan suatu cara untuk 

menyampaikan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan suatu perusahaan 

(Hendriksen dan van Breda, 2002). Menurut Kieso et.al. (2001) terjadi 

peningkatan akan kebutuhan disclosure yang disebabkan oleh semakin 

kompleknya lingkungan bisnis, adanya kebutuhan akan informasi secara tepat 

waktu, dan mengingat peran akuntansi sebagai alat kontrol dan monitor. 

Sedangkan Wolk et.al. (1991) dalam Subroto (2004) menyatakan bahwa alasan 

pentingnya pengungkapan pada masa mendatang adalah karena lingkungan bisnis 

tumbuh semakin kompleks dan pasar modal mampu menyerap dan mencerminkan 

informasi baru dalam harga saham secara cepat. 

Salah satu alat untuk mendukung terciptanya transparansi akuntabilitas 

publik adalah melalui penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah. Motif 

pelaporan keuangan dilakukan untuk kepentingan: (1) akuntabilitas, berarti 

mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan 

yangdipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan, (2) manajemen, dimaksudkan membantu para pengguna untuk 

mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode 

pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan 

pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk 

kepentingan masyarakat, (3) transparansi, yaitu memberikan informasi keuangan 

yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa 

masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas 

pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang 

dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan 

dan (4) keseimbangan antar generasi, yaitu membantu para pengguna dalam 
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mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk 

membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan 

datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. 

Seberapa banyak informasi yang dapat diterima oleh para pengguna 

laporan keuangan tergantung dari sejauh mana tingkat pengungkapan yang 

dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Menurut Dahlan (2003), disclosure 

diklasifikasikan atas dua jenis, yaitu:  

1. Pengungkapan Wajib (Mandatory Disclosure)  

Pengungkapan Wajib merupakan pengungkapan minimum yang 

disyaratkan oleh peraturan yang berlaku. Peraturan tentang standar 

pengungkapan informasi bagi perusahaan yang telah melakukan 

penawaran umum dan perusahaan publik yaitu, Peraturan No.VIII.G.7 

tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan dan Peraturan  

No.VIII.G.2 tentang Laporan Tahunan. Peraturan tersebut diperkuat 

dengan Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-17/PM/1995, yang selanjutnya 

diubah melalui Keputusan Ketua Bapepem No.Kep-38/PM/1996 yang 

berlaku bagi semua perusahaan yang telah melakukan penawaran umum 

dan perusahaan publik. Peraturan tersebut diperbaharui dengan Surat 

Edaran Ketua Bapepam No.SE-02/PM/2002 yang mengatur tentang 

penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan 

publik untuk setiap jenis industri. 

2. Pengungkapan Sukarela (Voluntary Disclosure)  

Salah satu cara meningkatkan kredibilitas perusahaan adalah melalui 

pengungkapan sukarela secara lebih luas untuk membantu investor dalam 

memahami strategi bisnis manajemen. Pengungkapan Sukarela merupakan 

pengungkapanbutir-butir yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan 

tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku. Sedangkan dari sumber 

PSAK dapat disimpulkan bahwa informasi lain atau informasi tambahan 

(telaahan keuangan yang menjelaskan karakteristik utama yang 

mempengaruhi kinerja perusahaan, posisi keuangan perusahaan, kondisi 

ketidak pastian, laporan mengenai lingkungan hidup, laporan nilai tambah) 

adalah merupakan pengungkapan yang dianjurkan (tidak diharuskan) dan 

diperlukan dalam rangka memberikan penyajian yang wajar dan relevan 

dengan kebutuhan pemakai. 

 

Untuk sektor pemerintahan di Indonesia, baik pemerintah pusat maupun 

daerah pengungkapan informasi dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah 

mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan. Dalam Kerangka Konseptual Standar Akuntansi 

Pemerintahan menyebutkan mengharuskan adanya pengungkapan lengkap (full 

disclosure), dimana laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi 
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informasi yang berguna bagi pengguna laporan baik pada lembar muka laporan 

keuangan ataupun pada Catatanatas Laporan Keuangan (CaLK). 

 Pengungkapan yang kedua yaitu, pengungkapan sukarela (voluntary 

disclosure),merupakan informasi yang tidak diwajibkan oleh suatu peraturan yang 

berlaku, tetapi diungkapkan oleh entitas karena dianggap relevan dengan 

kebutuhan pemakai laporan keuangan. Dalam PP No 24 Tahun 2005 mengenai 

struktur Catatan atas Laporan Keuangan disebutkan CaLK meliputi pengungkapan 

informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak 

disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan. 

 Salah satu komponen dalam laporan pokok adalah catatan atas laporan 

keuangan (CaLK). Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan 

keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk 

pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. CaLK harus disajikan 

secara sistematis, setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan 

Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait 

dalam CaLK. 

 Informasi yang harus disajikan oleh Pemerintah Daerah dalam CaLK 

berdasarkan PP No 24 Tahn 2005 adalah sebagai berikut:  

a. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, 

pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala 

dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;  

b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;  

c. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan 

kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas 

transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;  

d. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Standar Akuntansi 

Pemerintahan yang belum disajikan pada lembar muka(on the face) 

laporan keuangan;  

e. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul 

sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja 

dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas;  

f. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang 

wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka (on the face) laporan 

keuangan.  
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2.2 Paradigma Penelitian 

Para ahli memberikan beberapa batasan mengenai pengertian paradigma, 

menurut Nyoman Kutha Ratna (2011: 21) paradigma penelitian adalah: 

Secara luas paradigma didefinisikan sebagai seperangkat keyakinan 

mendasar, pandangan dunia yang berfungsi untuk menuntun tindakan-

tindakan manusia yang disepakati bersama. Bagi seorang ilmuwan 

paradigma dengan demikian dianggap sebagai konsep-konsep kunci dalam 

melaksanakan suatu penelitian tertentu, sebagai jendela dari mana ia dapat 

mmenyaksikan dunianya secara jelas. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan, bahwa pardigma merupakan 

landasan dasar suatu penelitian bagi seorang peneliti.    

Amalina (2014) menemukan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja pemerintah, sementara itu penelitian Puspita (2011) menyebutkan bahwa 

ratio PAD tidak berpengangaruh terhadap tingkat pengungkapan. Semakin baik 

kinerja pemerintah semakin baik pula tingkat pengungkapan yang dilakukan. PAD 

merupakan salah satu pengukuran dari kekayaan suatu daerah. Semakin tinggi 

tingkat kekayaan daerah maka menunjukan semakin baik pula kinerja daerah 

tersebut. Maka semakin besar dorongan untuk memberikan informasi yang 

dibutuhkan stakeholders. 

Penelitian yang dilakukan oleh Liestiani (2008) juga menemukan bahwa 

kekayaan daerah berhubungan positif dan signifikan dengan tingkat 

pengungkapan laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota. Dari penelitian 

tersebut memiliki kesimpulanya itu semakin besar kekayaan daerah, maka 

semakin besar tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. 

Semakin besar kekayaan daerah, maka semakin besar sumberdaya yang dimiliki 

untuk melakukan pengungkapan sehingga kekayaan daerah dapat meningkatkan 

tingkat pengungkapan laporan keuangan. 

 Penelitian tentang pengaruh tingkat kewajiban terhadap tingkat 

pengungkapan keuangan di sektor swasta sudah banyak dilakukan. (Daniel, 2013) 

menyatakan, perusahaan dengan rasio leverage yang tinggi memiliki kewajiban 

untuk menyediakan kebutuhan informasi kreditur jangka panjang, sehingga 

perusahaan akan menyediakan informasi secara lebih komprehensif. Dalam teori 
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sinyal, perusahaan sebagai agent memiliki dorongan untuk memberikan informasi 

laporan keuangan kepada pihak eksternal, sebagai upaya untuk meningkatkan 

kredibilitas perusahaan di mata investor dan pemegang saham.  

 Dalam sektor swasta, laporan keuangan digunakan oleh kreditor sebagai 

alat untuk menilai kemampuan organisasi dalam membayar kewajibannya di masa 

yang telah ditentukan. Oleh karena itu, kreditor seringkali menghendaki 

pengungkapan yang lengkap pada laporan keuangan (Syafitri, 2012). Begitu 

halnya dengan sektor pemerintahan pihak kreditor akan menuntut pengungkapan 

yang lebih besar sebagai bentuk pertanggungjawaban transparansi dan 

akuntabilitas atas pembiayaan yang telah diberikan kreditor. 

 Dari penjelasan paradigma diatas maka dapat digambarkan paradigma 

penelitian seperti di bawah ini: 

 

 

H1 

H2 

H3 

 

 

H4 

Gambar 2.1 Paradigma Penelitian 

2.3 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Nama dan 

Tahun 

Penelitian 

Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

Indra Lesmana 

(2010)  

 

Ukuran pemerintah 

daerah, tingkat 

kewajiban, pendapatan 

transfer, usia 

Umur pemerintahan daerah dan 

kemandirian keuangan daerah 

memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap tingkat 

pengungkapan wajib laporan 

 

 

 

 
Kekayaan Daerah 

 Tingkat 

Ketergantungan 

 
Pembiayaan Utang 

Tingkat Pengungkapan 

Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah 
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pemerintah daerah,  

jumlah Satuan Kerja 

Perangkat Daerah, 

kemandirian keuangan 

daerah. 

keuangan pemerintah.sedangkan 

variabel ukuran pemerintah 

daerah, tingkat kewajiban, 

pendapatan transfer, dan jumlah 

SKPD berhubungan negatif 

terhadap tingkat pengunkapan 

wajib laporan keuangan 

pemerintahan.  

Amirudin Zul 

Hilmi (2010)  

 

Karakteristik 

Pemerintah (kekayaan 

daerah, tingkat 

ketergantungan, dan 

total aset), 

Kompleksitas 

Pemerintah (jumlah 

pendudukan dan 

jumlah SKPD), Hasil 

Audit (jumlah temuan 

dan tingkat 

penyimpangan).  

Kekayaan daerah, jumlah 

penduduk, dan tingkat 

penyimpangan memiliki 

hubungan positif dan signifikan 

terhadap tingkat pengungkapan 

laporan keungan pemerintah 

daerah. Sedangkan tingkat 

ketergantungan, jumlah SKPD 

memiliki pengaruh negatif dan 

signifikan. Sementara untuk 

variabel total aset dan jumlah 

temuan memiliki hubungan yang 

negatif namun tidak signifikan 

terhadap tingkat pengungkapan 

laporan keuangan pemerintah 

daerah.  

Febriyani 

Syafitri (2012)  

 

Karakteristik 

Pemerintah Daerah 

(umur administratif 

pemerintah daerah, 

kekayan daerah, 

ukuran legislatif, 

intergovernmental 

revenue, ukuran 

pemerintah daerah, 

diferensiasi 

fungksional, 

spesialisasi pekerjaan, 

rasio kemandirian, 

pembiayaan utang)  

Umur administratif pemerintah 

daerah, kekayaan daerah dan 

ukuran legislatif memiliki 

pengaruh positif dan signifikan. 

Sementara intergovernmental 

revenue memiliki pengaruh 

negatif namun signifikan. Ukuran 

pemerintah daerah, dan 

diferensiasi fungsional, rasio 

kemandirian keuangan dan 

pembiayaan urang memiliki 

hubungan tidak signifikan.  

Sumarjono 

(2010) 

Pengaruh Karakteristik 

Pemerintah Daerah 

Terhadap Kinerja 

Keuangan Pemerintah 

Daerah  
 

 

Ukuran (size) pemerintah daerah, 

leverage, dan intergovernemental 

revenue berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan pemerintah 

daerah, sedangkan kemakmuran 

(wealth) dan ukuran legislatif 

tidak berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan pemerintah 

daerah. 
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Liestiani (2008) Kekayaan daerah, 

tingkat 

ketergantungan, 

kompleksitas 

pemerintahan, jumlah 

temuan pemeriksaan, 

dan tingkat 

penyimpangan.  

 

Variabel kekayaan daerah, 

kompleksitas pemerintah, jumlah 

temuan, dan tingkat 

penyimpangan mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap 

tingkat pengungkapan laporan 

keuangan pemerintah daerah 

kabupaten/kota. Sedangkan 

tingkat ketergantungan dan 

karakteristik daerah tidak 

memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap tingkat 

pengungkapan pemerintah 

kabupaten/kota. 

Suhardjanto dan 

Yulianingtyas 

(2011) 

Ukuran daerah (size), 

jumlah SKPD, dan 

status daerah, jumlah 

anggota DPRD dan 

lokasi pemerintah 

daerah. 

Jumlah anggota DPRD 

berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan wajib dalam 

laporan keuangan pemerintah 

daerah. Sedangkan ukuran daerah 

(size), jumlah SKPD, status 

daerah dan lokasi pemerintah 

daerah tidak berpengaruh 

signifikan terhadap pengngkapan 

wajib dalam laporan keuangan 

pemerintah daerah. 

Puspita dan 

Martani (2011) 

Ketergantungan daerah 

(DAU), ukuran Pemda, 

total pengungkapan, 

kompleksitas 

pemerintahan, kinerja 

daerah dan belanja 

daerah. 

Ketergantungan daerah (DAU), 

ukuran Pemda, total 

pengungkapan dan kompleksitas 

pemerintahan berpengaruh 

terhadap tingkat pengungkapan 

LKPD. Sedangkan kinerja daerah 

dan belanja daerah tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

tingkat pengungkapan LKPD 

 

2.4 Hipotesis 

 Menurut Erlina Mulyani (2007:41) “Hipotesis adalah proporsi yang 

dirumuskan dengan maksud untuk diuji secara empiris”. 

 Berdasarkan kerangka berfikir yang telah disajikan tersebut, maka 

hipotesis penelitian yang dapat disimpulkan dari asumsi diatas adalah sebagai 

berikut : 

H1 : Kekayaan Daerah berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD  

   Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan 
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H2 : Tingkat Ketergantungan berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan  

   LKPD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan 

H3 : Pembiayaan Utang berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD  

   Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan 

H4 : Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan, Pembiayaan Utang    

   berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD    

   Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. 


